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BAB III
OBJEK KKL

3.1
 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)             Kota Bandung

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi di letakan kepada daerah kab./kota, maka diperlukan sumber-sumber PAD, agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri.

Namun tidak semua sumber-sumber dapat dibagikan kepada daerah. Oleh karena itu kepada dearah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah diantaranya 

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang di pisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Hasil daerah yang sah.
II. Dana Perimbanagan, terdiri dari:

1. Bagian Daerah penerimaan PBB, BPHTB, dan sumber daya alam dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak dan gas alam. 

2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi 
III. Pinjaman Daerah.

IV. Lain-lain penerimaan yang sah.
3.1.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung

Berdasarkan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  Bandung nomor; 9922/72 tanggal 12 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu:
1. Bagian Perpajakan Dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuaran Rehabilitasi Daerah (IREDA)

3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP)

4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)

5. Bagian Tatausaha Dalam (TUD)

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya daerah tingkat II bandung Nomor : 09/PD.1980 tanggal 10 juli 1980, dimana struktur organisasi  DISPENDA mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja yaitu: 
1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Pajak

3. Seksi Retribusi

4. Seksi IPEDA

5. Seksi Perencanaan, Penilitian dan Pengembangan

6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan terminal.

Dalam kegiatan operasional satuan unit kerja tersebut di atas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/ retribusi, dipakai system  MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan system MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak/ retribusi secara langsung kepada wajib pajak/ wajib retribusi ”door to door”. 

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor : 23 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dikeluarkannya PERDA No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya keputusan Mendagri No.23 tahun1989,perlu disusun sistem dan prosedur perpajakan. Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai peyempurnaan dari Sistem dan prosedur yang telah di tetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Mendagri No 102 tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan. Retribusi Daerah dan Pendapatan daerah lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA ( Manual Pendapatan Daerah )

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara “door to door” menjadi “self assesment“ yaitu wajib pajak/retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.  
3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pedapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung.
DISPENDA Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tanggal 29 Mei Tahun 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. KUPD 7/ 12/41-101 Tahun 1978 dan Perda  Kotamadya DT II Bandung No. 11 Tahun 1989, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Perda Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah.
Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendapatan, sedangkan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah yaitu:
1. Merumuskan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah.

2. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang perencanaan, pajak, retribusi, pengendalian pendapatan serta PBB dan BPHTB.

3. Melaksanakan pelayanan teknis administrative meliputi administratif umum, kepegawaian dan keuangan.
3.1.3 VISI dan MISI Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung

A. VISI Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung 
Profesional dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prima dalam pelayanan menuju Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat).

B. MISI Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah;

2. Mewujudkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat wajib pajak;

3. Menciptakan Aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak;

4. Menciptakan akuntabilitas publik;

5. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel;

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan Pemerintah;

7. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai idealisme dan professional;
8. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang di jadikan tolak ukur kemandirian dalam Otonomi Daerah;

9. Jmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan terjadi feed back yang positif (timbul kesadaran untuk membayar pajak);

10. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang professional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah.
Sedangkan MOTTO Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung adalah “Ku Ingin Engkau Tersenyum Puas” adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinaas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap wajib pajak, sehingga wajib pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.
3.1.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung.
A. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju Kota yang BERMARTABAT sebagai berikut:

1. Terwujudnya  penyelenggaraan Otonomi Daerah;

2. Terwujudnya kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat wajib pajak;

3. Terwujudnya Aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak;

4. Terwujudnya kinerja yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel;

5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan Pemerintah;

6. Terwujudnya penegakan hukum; 

7. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai idealisme dan professional;

8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang di jadikan tolak ukur kemandirian dalam Otonomi Daerah;
B. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode satu tahun kedepan.

berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung menetapkan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak;
2. Meningkatnya kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak;

3. Meningkatnya sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 20% setiap tahun;

4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas.
3.1.5 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung.

Dari tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan di capai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi program, kegiatan dan kebijaksanaan yang akan menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktifitas organisasi. Adapun kebijaksanaan termaksud adalah:

1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan;
2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik dan media cetak;

3. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) aparat, melalui berbagai pendidikan;

4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak dalam pembayaran dengan memperbanyak tempat pembayaran dan kegiatan penagihan;

5. Penegakan sangsi hukum bagi  petugas dan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk:
1. program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak;

2. program penyusunan dan penghitungan potensi pajak;

3. program penyusunan standar pengolahan data;

4. program pendayagunaan petugas;

5. program penyusunan sistem informasi dan komunikasi;

6. program penyusunan sistem penagihan pajak;

7. program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
sebagai operasional dari program-program yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung melaksanakan kegiatan organisasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pendaftaran wajib pajak;
2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak;

3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak;

4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak;

5. Melaksanakan kegiatan atau melayani keberatan-keberatan dari wajib pajak;

6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan;

7. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengalihan potensi pajak;

8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media;

9. Melaksanakan kegiatan berupa proyek peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

10. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan obyek serta subyek PBB;

11. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD;

12. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak;

13. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan administrasi dan klarifikasi penghitungan data;

14. Melaksanakan kegiatan penataan kearsipan data pajak;
15. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung;

16. Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung;

17. Melaksanakan kegiatan proyek pengadaan hard ware pada payment point PLN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah tidak terlepas dari berbagai kendala, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.
3.2 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, terdiri dari:
1. Kepala Dinas 

2. Sekertaris, membawahi:

a. Kepala sub bagianumum dan kepegawaian, 

b. Kepala sub bagian keuangan dan program.

3. Kepala bidang perencanaan, membawahi:

a. Kepala Seksi Data dan Potensi Pajak,

b. Kepala Seksi Program, 

c. Kepala Seksi Analisa dan Lapangan

4. Kepala Bidang Pajak Daerah, Membawahi; 

a. Kepala seksi pelayanan dan pengeluhan

b. Kepala seksi penatapan dan pembukuan

c. Kepala seksi penagihan 

5. Kepala bidang pendapatan pajak bukan pajak daerah, membahi:

a. Kepala seksi administrasi bagi hasil pajak pusat

b. Kepala seksi administrasi bagi hasil pajak provinsi

c. Kepala seksi administrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah

6. Kepala bidang pengendalian, membawahi:
a. Kepala seksi pembinaan internal
b. Kepala seksi pengawasan dan pemeriksaan 
c. Kepala seksi penyuluhan, mentoring dan evaluasi

3.3 Pajak Daerah Kota Bandung

Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan UU yang salah stunya adalah Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang diantaranya Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU)
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan
Pajak Daerah Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU)

6. Pajak Parkir
7. Pajak Denda.
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